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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (filed research) yang berjudul 
“Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Wanpretasi dalam Kerjasama Usaha 
Fotocopy di Lowbudget Fotocopy Margorejo Kota Surabaya”. Skripsi ini 
menjawab pertanyaaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1) 
Bagaimana praktik wanprestasi dalam kerja sama usaha fotocopy di lowbudget 
fotocopy Margorejo kota Surabaya?; dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam 
terhadap wanprestasi dalam kerja sama usaha fotocopy di lowbudget fotocopy 
Margorejo kota Surabaya?. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) di lowbudget 
fotocopy Margorejo kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam 
mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif 
kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu cara menuturkan dan menguraikan serta 
menjelaskan terlebih dahulu fakta tentang wanprestasi kerjasama usaha fotocopy 
yang selanjutnya dianalisis dengan konsep musya>rakah dalam hukum Islam. 
Hasil dari penelitina ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik kerjasama antara 
pengelola usaha dengan pemodal di lowbudget fotocopy Margorejo Surabaya, 
usaha ini beroperasi pada usaha percetakan fotocopy. Besaran modal ialah 60% 
dari Fani Kurniawan dan 40% dari Vian Nurmita Rezy. Dimana Vian Nurmita 
Rezy menjadi pemodal sekaligus pengelola. Kesepakatan pembagian keuntungan 
atau laba yang didapatkan akan dibagi 40% untuk Fani Kurniawan dan 60% Vian 
Nurmita Rezy. Pelaksanaannya pengelola terkadang dalam pembelian sparepart 
fotocopy menggunakan nota kosong untuk memanipulasi data pembelian tanpa 
diketahui pemilik modal; dan 2) Menurut hukum Islam, praktik kerjasama anatara 
pengelola usaha fotocopy dan pemodal di lowbudget fotocopy Margorejo 
Surabaya akadnya fasid (rusak), karena ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi 
yaitu tidak adanya pemenuhan hak terhadap pemilik modal dan praktiknya tidak 
sejalan dengan akad musya>rakah¸ yang mana jika usaha yang dilakakukan oleh 
syarik, maka syarik harus memberitahu secara transparan pegelolaan hasil 
kerjasama untuk memenuhi kebutuhan sparepart fotocopy secara jelas tanpa 
adanya manipulasi data. 
Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada: 1) Kepada pemilik 
modal harus lebih tegas untuk melakukan tindakan baik pengawasan ataupun 
teguran kepada pengelola usaha fotocopy yang melakukan tindakan membeli 
sparepart mesin fotocopy dengan nota kosong, harga yang tidak sesuai dan 
pengelola yang memberikan nota kosong kepada customer,; 2) Kepada pihak 
pengelola usaha fotocopy, harusnya meminta izin dan memberitahu pemilik modal 
jika ada pembelian sparepart harus menggunakan nota asli, harus menyampaikan 
berapapun harga yang ditetapkan antara pengelola usaha dengan pemodal dan 
tidak memberikan nota kosong pada customer; dan 3) Kepada pihak pembeli jika 
menggunakan jasa fotocopy harus menggunakan nota harga asli agar tidak terjadi 
kecurangan, walaupun hal tersebut bukan rahasia umum dalam usaha fotocopy.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. 
untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Menjadi petunjuk yang 
berisi tentang hukum-hukum yang diterapkan dalam kehidupan manusia, 
yang mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Allah 
Swt. dan manusia dengan alamnya. Yang terpenting adalah manusia sebagai 
makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup pasti akan 
membutuhkan orang lain dalam hidupnya1. Manusia sebagai makhluk sosial 
secara naluriah pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada satupun manusia 
yang ingin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia tidak dapat memenuhi 
kebutuhan dan tujuan hidup jika tanpa bantuan orang lain. Sebagaimana 
Firman Allah Swt. Pada surat al-Qur’an surat al-Ma>idah ayat 2: 
ََّۖ  ِإنَّ  ِن ۚ َوٱتـَُّقو۟ا ٱ مثِْ َوٱْلُعْدوَٰ ََّ َشِديُد ٱْلِعَقابِ  َوتـََعاَونُو۟ا َعَلى ٱْلِربِّ َوٱلتـَّْقَوٰىۖ  َوَال تـََعاَونُو۟ا َعَلى ٱْإلِ  ٱ
 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 
(Q.S al-Mai>dah: 2)2 
Al-Qur’an merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam mengarungi 
kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Swt. al-Qur’an merupakan mukjizat 
terbesar Nabi Muhammad saw. Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang 
                                                          
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11. 
2 Kemenag RI, Ar-Rahman Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 
2014), 106. 
 



































dijadikan pedoman dalam hidupnya3. Dalam bidang mua>malah yang 
jumlahnya sangat banyak hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan 
dalam al-Qur’an secara tegas dan terinci. Mayoritas bersifat umum, terbuka, 
dan dapat menerima berbagai penafsiran serta berupa prinsip-prinsip dasar 
yang dalam bentuk aplikatifnya memerlukan aturan tambahan. 
Fiqh mua>malah merupakan bagian dari ilmu fiqh yang berkenaan 
dengan ibadah hubungannya antar manusia. Mempelajari fiqh mua>malah 
adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena setiap aktifitas 
manusia tidak lepas dari aspek ini oleh karena itu wajib hukumnya 
mempelajari fiqh mua>malah sebagiamana dalam kitab “Al-Itizam bi 
Dhawabih as-Syar’iyyah fil Mu’amalah al-Maliyah” fiqh mua>malah 
ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam, karena tidak 
ada manusia yang tidak telibat dalam aktivitas mua>malah.4 
Pembahasan fiqh muamalat mengatur tentang hubungan manusia dengan 
manusia lain yang berkaitan dengan benda ataupun ma>l. Hakikat dari 
hubungan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang 
satu dengan yang lain. Seperti halnya pemilik modal dengan pengelola suatu 
usaha, dan pengelola menerima modal yang diberikan oleh pemodal, hak 
orang yang mengelola untuk menerima uang modal usaha atau barang yang 
telah disepakati oelh kedua belah pihak, dan hak bagi pemodal untuk 
menerima manfaat atas usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola.  
                                                          
3 Tim penyusun MKD UINSA, Pengantar Studi Islam (Surabaya: UINSA Press, 2013), 22. 
4 Siti Musfiqoh, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 13. 
 



































Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur dalam 
fiqh muamalat, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada 
orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan begitu, hubungan 
anatara manusia dengan yang lain akan terjalin dengan baik dan harmonis, 
karena tidak ada pihak yang merugikan ataupun dirugikan. Dalam ibadah 
semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua 
perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh 
Rasulullah.5 
Sebaliknya, dalam mua>malah, semuanya boleh kecuali apa yang 
dilarang. Muamalat atau hubungan antara manusia dibidang kerjasama usaha 
merupakan unsur duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu 
sendiri. Oleh sebab itu, bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat 
manusia hukumnya sah dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan 
ketentuan umum yang ada dalam syara’.6 
Ulama’ bersepakat bahwa kerjasama diperbolehkan dengan adanya 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu bekerja sendiri, tanpa bantuan yang 
lain. Namun, demikian bantuan atau kerjasama orang lain yang dibutuhkanya 
itu harus diganti dengan kerjasama yang lain atau yang sesuai. 
Dalam Hukum Islam seseorang memiliki kewajiban untuk menghormati 
dan mematuhi dari apa yang telah disepakati bersama atau yang sudah 
dipercayakan kepadanya, sebagaiamana firman Allah dalam al-Qur’an surat 
al-Anfa>l ayat 27: 
                                                          
5 Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan (Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960), 209. 
6 Muhammad Al-Madani, Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari’ah Al-Islamiya (Jakarta: IAIN 
Purwokeryo Press, 2014), 3. 
 



































ِتُكۡم َوأَنُتۡم تـَۡعَلُموَن  نَٰ ََّ َوٱلرَُّسوَل َوَختُونـُٓواْ أَمَٰ َيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ َال َختُونُواْ ٱ َٰٓ  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghiananti amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.(Q.S al-Anfa>l: 
27)7 
 
Dalam melakukan suatu kegiatan mua>malah, Islam mengatur 
ketentuan-ketentuan akad dan akad dalam muamallah sangatlah beragam 
yang salah satunya yaitu musya>rakah. Musya>rakah merupakan sebuah 
akad kerjasama dimana kedua belah pihak yang saling membutuhkan, dengan 
keduanya memiliki modal usaha dan yang satunya memiliki kemampuan atau 
keahlian.  
Dalam suatu kerjasama usaha pengelola atau mudharib tidak berhak 
memperoleh biaya dan keuntungan selain yang telah disepakati, melainkan 
hanya memperoleh bagian keuntungan yang telah disepakati, baik kegiatan 
musya>rakah tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Apabila dalam 
kegiatan musya>rakah tersebut diperoleh keuntungan, maka keuntungan 
tersebut dibagi sesuai kesepakatan pemodal dan pegelola yang juga sebagai 
pemodal, karena keuntungan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan 
yang harus dibagi adil.8 
Pada saat melakukan akad kerjasama maka kedua belah pihak akan 
mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepekati 
sebelum kerja sama itu dilakukan. Dalam menjalankan akad kerjasama 
                                                          
7 Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya ..., 181. 
8 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahub al-Arba’ah, Juz 3 (Dar Al-fikr: Beirut, 
t.t), 54. 
 



































musya>rakah harus memiliki sifat yang jujur, amanah, bertanggung jawab, 
saling menguntungkan kedua belah pihak, saling membantu. 
Sebagian lima warga di Margorejo kota Surabaya sudah ada yang 
melakukan kegiatan musya>rakah yaitu kerja sama dalam melakukan Usaha 
fotocopy (shahibul mal) sebagai pemilik modal usaha fotocopy dan pengelola 
usaha fotocopy yang juga pemilik modal.  
Salah satu usaha fotocopy yang berada di lowbudget fotocopy Margorejo 
Kota Surabaya, melakukan usaha fotocopy melalukan kerjasama anatara 
pemodal Fani Kurniwan dengan pengelola Vian Nurmita rezy, dimana kedua 
belah pihak yang memiliki modal yang berupa toko sewa bekerja sama 
dengan orang lain sebagai pengelola yang juga memiliki modal berupa mesin 
fotocopy dan perlengkapan ATK (alat tulis kantor). Pihak pengelola 
mengelola usaha fotocopy menjaga toko dan mengatur menejemen keuangan, 
kemudian keuntungan hasil usaha fotocopy akan dibagi dengan pemilik 
modal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. 
Segala kerusakan yang terjadi pada modal usaha yang berupa mesin 
fotocopy dan printer ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerusakan yang 
disebabkan atas kesalahan pengelola tersebut, dengan catatan memberikan 
nota pembelian sparepart mesin fotocopy atau printer. Pada praktiknya, 
pengelola akan memberikan laporan setelah dijual kepada pemilik modal 
berapapun jumlah penjualan yang berhasil dijual dan akan dibagi hasilnya 
sesuai kesepakatan, hal ini sudah ditetapkan dalam perjanjian sebelum 
kerjasama itu diakukan. 
 



































Akan tetapi, pada saat kerjasama itu dilakukan, tidak berjalan sesuai 
dengan apa yang telah disepakati, dimana pengelola melakukan tindakan 
yang tidak sesuai kesepakatan awal dan merugikan pemilik modal dengan 
melaporkan hasil pembelian sparepart dengan nota harga barang yang ditulis 
sendiri, sehingga terjadi kecurigaan terhadap pengelola jika nota harga barang 
tidak sesuai dengan harga asli sehingga merugikan pemilik modal. 
Kemudian customer yang mengeluh dengan harga produk yang tidak 
tetap. Dalam hal ini menimbulkan kecurigaan adanya penambahan harga jual 
yang telah disepakati bersama. Lalu pengelola memberikan nota kosong yang 
telah distampel atas nama usaha fotocopy dan diberikan kepada customer 
yang meminta nota kosong tersebut. Hal ini menimbulkan adanya kecurigaan 
bahwa customer sedang melakukan kecurangan dengan cara menulis harga 
yang tidak sesuai dengan harga asli.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menganggap perlu untuk 
ditulis pembahasan yang lebih jelas mengenai kerjasama antara pengelola 
usaha fotocopy dan pemilik modal. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum 
Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerja Sama Usaha Fotocopy di 
Lowbudget Fotocopy Margorejo Surabaya” 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi 
masalah-masalah yang mungkin terjadi pada penelitian ini, diantaranya: 
1. Faktor-faktor yang memelatarbelakangi terjadinya masalah tersebut. 
2. Musya>rakah dalam hukum Islam. 
 



































3. Praktik wanprestasi dalam kerja sama usaha fotocopy di Margorejo Kota 
Surabaya.  
4. Analisis Praktik wanprestasi dalam kerja sama usaha fotocopy di lowbudget 
Margorejo kota Surabaya. 
Untuk lebih ke inti penelitian, maka penulis membuat batasan masalah 
agar lebih terarah dalam memperdalam materi yang akan dikaji sesuai dengan 
ruang lingkup permasalahannya, sebagai berikut: 
1. Praktik wanprestasi dalam kerja sama usaha fotocopy di lowbudget 
fotocopy Margorejo kota Surabaya.  
2. Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerja sama usaha 
fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo kota Surabaya. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dan 
batasan masalah diatas maka penulis dapat menyusun rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik wanprestasi dalam kerja sama usaha fotocopy di 
lowbudget fotocopy Margorejo kota Surabaya? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerja sama 
usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo kota Surabaya? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi secara ringkas tentang kajian atau 
hasil dari penelitian yang sudah pernah dilakukan terkai masalah-masalah 
yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwasannya tulisan ini bukan 
 



































sebuah karya plagiasi ataupun duplikasi dari kajian atau penelitian yang 
pernah ada.9 Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang hampir sama 
dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yaitu: 
1. Nurul Amri dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus di Kabupaten Kudus menulis dalam bentuk skripsi pada 
Tahun 2014, dengan judul “Studi Komparatif Perjanjian Bagi Hasil 
Menurut KUH Perdata Dengan Akad Musya>rakah Menurut Undang-
Undang Perbankan Syariah” Skripsi ini membahas tetang praktik 
kerjasama dalam hukum Islam, pada penulisannya menggunakan teori 
perjanjian kerjasama menurut konsep musya>rakah.10  
Persamaan Skripsi ini dengan yang saya tulis adalah faktor-faktor 
yang menyebabkan akad musya>rakah masih menggunakan aturan yang 
termuat didalam faktor historis, faktor politis, serta faktor historis dan 
kepastian hukum, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini 
bertujuan untuk mengetahui perbandingan perjanjian bagi hasil menurut 
KUH Perdata dengan akad musya>rakah menurut Undang-Undang 
Perbankan Syariah, sedangkan Skripsi saya membahas tentang wanprestasi 
dalam usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo Kota Surabaya. 
2. Rizki Azizah Malik dari progam studi Ekonomi Syarah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di 
Surabaya menulis dalam bentuk Skripsi pada tahun 2019, dengan judul 
                                                          
9 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, ed Revisi 
(Surabaya: 2011), 9. 
10 Nurul Amri, Studi Komparatif Perjanjian Bagi Hasil Menurut KUH Perdata Dengan Akad 
Musyarakah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (Skripsi-Universitas Muria, Kudus, 
2014). 
 



































“Analisis Penerapan Akad Musya>rakah Pada Bisnis Ritel Sakinah 
Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan Dengan 212 Mart Surabaya)” 
Skripsi ini membahas tentang Penerapan Akad musya>rakah pada Bisnis 
Ritel Sakinah Minimarket Surabaya, dalam kasus ini penulis menggunakan 
teori akad musya>rakah.11  
Persamaannya dengan skripsi saya adalah skripsi ini menggunakan 
metode kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi terhadap responden dan informan yang relevan dengan 
penelitian ini. Sedangkan perbedaanya adalah skripsi ini membahas 
tentang memilih mitra akad musya>rakah di Sakinah Minimarket 
Surabaya melakukan presentasi awal, tahap survei lokasi, bussines plan, 
presentasi bussines plan, dan MOU, sedangkan skripsi saya membahas 
Skripsi saya membahas tentang wanprestasi dalam usaha fotocopy di 
lowbudget fotocopy Margorejo Kota Surabaya. 
3. Shofa Fathiyah dari progam studi Magister Hukum Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
di Jakarta menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2019. Dengan berjudul 
“Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad 
Musya>rakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, Skripsi ini 
membahas tentang wanprestasi berdasarkan akad musya>rakah eksekusi 
hak tanggungan nasabah wanprestasi akad musya>rakah dalam perspektif 
perlindungan konsumen. dalam kasus ini penulis menggunakan teori 
                                                          
11 Rizki Azizah Malik, Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Ritel Sakinah 
Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan Dengan 212 Mart Surabaya) (Skripsi-UIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2019). 
 



































penyelesaian pembiayaan berdasarkan konsep akad musya>rakah.12 
Korelasinya yaitu skripsi ini memiliki masalah yang sama yaitu 
wanprestasi 
Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang penulis lakukan 
terletak pada penggunaan akad musya>rakah dalam menganalisis guna 
menjawab dari rumusan masalah dan masalah yang diteliti terletak pada 
adanya wanprestasi dalam perlindungan konsumen, sedangkan 
perbedaannya adalah terletak pada adanya kasus yang terfokus pada 
wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak atau pemilik modal (syarik) 
sehingga berdampak pada konsumen dan pemodal lain. 
Dari ketiga kajian pustaka diatas, bahwa terdapat beberapa perbedaan 
dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu terletak pada kasus dan objek 
yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan praktik 
wanprestasi dalam kerja sama usaha fotocopy di Margorejo kota Surabaya. 
  
                                                          
12 Shofa Fathiyah, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah 
Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019). 
 



































E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan, agar hasil dari penelitian memperoleh hasil 
kesimpulan yang bermanfaat bagi pembaca. Adapun tujuan dari penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik wanprestasi dalam kerjasama usaha fotocopy di 
lowbudget fotocopy Margorejo kota Surabaya. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam 
kerjasama usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo kota 
Surabaya. 
F. Kegunaan Hasil Penilitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan 
wawasan dan pengetahuan mengenai wanprestasi dalam kerjasama usaha 
fotocopy di Margorejo kota Surabaya. Selain itu, diharapkan penelitian ini 
bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
mendalami atau memahami lebih lanjut tentang wanprestasi dalam 
kerjasama usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo kota Surabaya. 
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca 
khususnya serta dijadikan acuan bagi pengusaha fotocopy dan masyarakat 
secara luas agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mempermudah 
pelayanan kerja sama yang tujuannya agar sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam. 
 



































G. Definisi Operasional 
Definisi operasional akan memberikan penjelasan tentang pengertian 
yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat digunakan 
sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut 
yang digunakan dalam penelitian.13Adapun ada beberapa kata kunci yang bisa 
dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya yaitu: 
1. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada 
hambanya melalui lisan seorang rasul yang segala aturannya harus ditaati 
bagi orang yang beragama Islam untuk suatu perbuatan hukum. Hukum 
Islam bersumber dari al-Qur’an, hadist, ijma’, dan qiyas.14 Hukum Islam 
yang dipakai dalam skripsi ini yaitu membahas tentang musya>rakah. 
Musya>rakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik 
modal (mitra musya>rakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan 
usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian 
hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara 
proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 
  
                                                          
13 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
Surabaya, 2017. 
14 Abd. Somad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) (Jakarta: 
Kencana, 2017), 27. 
 




































Pada pihak pengelola terletak kewajiban untuk memenuhi pretasi. dan 
jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan 
memaksa maka pihak pengelola diangkap melakukan ingkar janji. Ada tiga 
kasus wanprestasi pada skripsi ini yaitu nota kosong pembelian sparepart, 
customer yang mengeluh karena harga yang tidak tetap, dan memberikan 
nota kosong kepada customer yang menimbulkan kecurigaan adanya 
kecurangan dengan cara menulis harga yang tidak sesuai dengan harga 
asli.  
3. Kerja Sama 
Definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa 
yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau 
lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya yang ditanggung 
bersama.15 Dalam hal ini syirkah yang dibahas adalah kerjasama usaha 
fotocopy yang berada di lowbudget fotocopy Margorejo Kota Surabaya, 
yang melakukan usaha fotocopy kerjasama antara pemodal Fani Kurniwan 
dengan pengelola Vian Nurmita Rezy, dimana kedua belah pihak yang 
memiliki modal yang berupa toko sewa bekerja sama dengan orang lain 
sebagai pengelola yang juga memiliki modal berupa mesin fotocopy dan 
perlengkapan ATK. Pihak pengelola mengelola usaha fotocopy menjaga 
toko dan mengatur menejemen keuangan, kemudian keuntungan hasil 
                                                          
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 127. 
 



































usaha fotocopy akan dibagi dengan pemilik modal tersebut sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati bersama. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. 
Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja 
yang secara sistematis untuk memahami subyek atau obyek yang akan diteliti. 
Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung 
jawabakan secara ilmiah dan termasuk juga keabsahannya.16 
Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang 
dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu 
pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik itu bersifat 
kuantitatif, non-kualitatif, eksperimental ataupun non-eksperimental, 
interaktif ataupun non-interaktif.17 Agar mendapatkan hasil yang sesuai dan 
dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian skripsi ini yaitu, penelitian lapangan (field research), 
penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan 
melihat objek yang diteliti, dengan memilih seseorang yang dapat 
memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.18 
                                                          
16 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 
2003), 24. 
17 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2005), 5. 
18 Slamet Riyanto, Metode Riset Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4. 
 



































Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif, yaitu peneliti akan 
mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya 
dengan pristiwa yang saat itu terjadi, dan hasil yang diperoleh tidak 
dituangkan dalam bentuk angka.19 Adapun penelitian ini akan 
menggunakan pola pikir deduktif dimana pola piker yang berangkat dari 
variable bersifat umum kemudian diaplikasikan ke variable bersifat khusus 
teknik analisis. 
2. Data Penelitian 
Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini data terkait wanprestasi 
dalam kerjasama usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo kota 
Surabaya. 
a. Sumber Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli atau pihak pertama.20 
1) Pihak pengelola usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo 
Kota Surabaya. 
2) Pemilik modal usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo 
Kota Surabaya. 
b. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh sumber data yang 
sudah ada.21 Sumber data sekunder merupakan sebuah pendukung dari 
buku ataupun literature yang ada, diantaranya yaitu: 
1) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2010. 
                                                          
19 Salim, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2019), 
29. 
20 R.A. Supriyono, Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 
48. 
21 Nur Sayidah, Metodologi Penelitian, Cet.1 (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 79. 
 



































2) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 2012. 
3) Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, 2018. 
4) Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mua>malah, 2013. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengupulkan data-data yang diperlukan penulis, maka penulis 
menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap 
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan.22 Dalam kegiatan wawancara ini akan 
dipersiapkan lebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 
melalui interview guide (Pedoman Wawancara). Untuk mendapatkan 
data yang diinginkan maka akan dilakukan wawancara terhadap pihak 
pengelola usaha fotocopy, pemilik modal, dan pelanggan di lowbudget 
fotocopy Margorejo kota Surabaya. Diperoleh data 
b. Dokumentasi 
Dokumen merupakan sekumpulan berkas yang berupa catatan yang 
dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi 
merupakan suatu usaha dalam mengumpulkan data kualitatif yang 
memiliki isi berupa fakta-fakta terkait objek yang akan diteliti dan data 
                                                          
22 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 83. 
 



































tersimpan dalam bentuk dokumen.23 Dokuementasi dapat berupa 
kwitansi, nota, dan surat perjanjian. 
4. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, lalu menyusun ke dalam bentuk pola, dan 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.24 
Dari data yang telah terkumpul dilapangan, peneliti akan 
menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yang 
berarti cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik 
kesimpulan bersifat khusus. Pola pikir ini akan menggunakan hukum atau 
teori-teori yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam dan kerjasama 
(musya>rakah). Selanjutnya, untuk menganalisis praktik wanprestasi 
dalam kerja sama usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo kota 
Surabaya. 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada 
tentang penelitian yang diteliti, maka peneliti perlu menjelaskan tentang 
sistematika pembahasan yang dibagi kedalam beberapa bab dan tiap bab akan 
dibagi kedalam beberapa sub bab, sistematikanya sebagai berikut: 
                                                          
23 Irfan Tawifi, Metodologi Penelitian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235. 
24 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Sulawesi Selatan: Sekolah 
Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 52. 
 



































Bab Pertama Pendahuluan yang akan meliputi latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknis analisis data, dan 
sistematika pembahasan. 
Bab Kedua membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu, kerjasama (musya>rakah) 
dalam Hukum Islam yang meliputi: pengertian kerjasama (musya>rakah), 
dasar hukum kerjasama (musya>rakah), rukun kerjasama (musya>rakah), 
syarat-syarat kerjasama (musya>rakah), macam-macam kerjasama 
(musya>rakah), manfaat kerjasama (musya>rakah), pembagian proprorsi 
keuntungan, hal-hal yang membatalkan musya>rakah, dan berakhirnya akad 
musya>rakah. 
Bab ketiga berisi tentang profil lokasi lowbudget fotocopy, profil 
lowbudget fotocopy, tata cara mengerjakan fotocopy di lowbudget fotocopy, 
pelaksanaan kerjasama musya>rakah di lowbudget fotocopy, dan praktek 
kerjasama bagi hasil musyārakah di lowbudget fotocopy. 
Bab Keempat merupakah analisis data, membahas tentang analisis 
terhadap wanprestasi dalam kerja sama usaha fotocopy di lowbudget fotocopy 
Margorejo Kota Surabaya, dan analisis hukum Islam terhadap wanprestasi 
dalam kerja sama usaha fotocopy di lowbudget fotocopy Margorejo Kota 
Surabaya. 
 



































Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang diteliti 
oleh penulis, yang dimana dalam bab ini akan memaparkan yang memuat 
kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran 
dari pemaparan tersebut. 
 




































KERJASAMA (MUSYA<RAKAH) DALAM HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Kerjasama (Musya>rakah) 
Secara bahasa musya>rakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-
ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara 
masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau 
perserikatan usaha. Syirkah juga berarti bercampurnya antara harta yang satu 
dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.1 
Secara etimologis, musya>rakah adalah percampuran atau 
penggabungan. Musya>rakah berarti kerjasama dalam kemitraan atau dalam 
bahasa Inggris disebut partnership.2 
Secara fiqih, dalam kitabnya, al-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam 
Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, (Syirkah syar’iyah) terwujud 
(terealisasi) atas dasar sama-sama rela di antara dua orang atau lebih, yang 
masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. 
Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, 
dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai 
dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun 
manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara 
mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, 
walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar 
                                                          
1 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 
191. 
2 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142. 
 



































jumlahnya.3 Berbagai macam pendapat ulama’ tentang pengertian 
musya>rakah: 
1. Menurut ulama’ Hanafiyah, syirkah secaraistilah berarti penggabungan 
harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan 
atau kerugian dibagi bersama.4 
2. Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah, musya>rakah adalah pemberi izin 
kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Hal 
ini berarti setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk 
mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal 
tersebut.  
3. Menurut ulama’ Hambali, musya>rakah adalah persekutuan hak atau 
pengaturan harta.  
4. Menurut ulama’ Syafi’i, musya>rakah adalah tetapnya hak pihak yang 
satu dengan yang lain.5 
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 
syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, 
ketrampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian 
keuntungan berdasarkan hasil dari kesepakatan nisbah.6 
  
                                                          
3 Naf‟an, Pembiayaan Musya>rakah dan Mudha>rabah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96. 
4 Maulana Hasanudin, Perkembangan Akad Musya>rakah (Jakarta: Kencana, 2012), 19. 
5 Rahmat,Syafi’i Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184-186. 
6 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 125. 
 



































B. Dasar Hukum Kerjasama (Musya>rakah) 
Diperbolehaknnya akad musya>rakah mengacu pada al-qur’an, hadis 
dan hasil ijma’ para ulama’, diantaranya: 
1. Al-Qur’an 
ُجُكْم ِإن ملَّْ َيُكن هلَُّنَّ َوَلٌدۚ  فَِإن َكاَن َهلُنَّ َوَلٌد فـََلُكُم ٱلرُّبُُع ِممَّ  ا تـَرَْكَن ۚ َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أَْزوَٰ
َٓا َأْو َدْيٍن ۚ َوَهلُنَّ ٱلرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإن ملَّْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد ۚ فَِإن َكاَن َلُكْم ِمۢن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُ  وِصَني ِ
َآ أَْو َدْيٍن ۗ َوِإن َكاَن َرُجٌل يُوَرثُ  ۢن بـَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِ َلًة أَ   َوَلٌد فـََلُهنَّ ٱلثُُّمُن ِممَّا تـَرَْكُتم ۚ مِّ ِو َكلَٰ
ِلَك فـَُهْم ُشَر  ُهَما ٱلسُُّدُس ۚ َفِإن َكانـُٓو۟ا َأْكثـََر ِمن ذَٰ نـْ َكآُء ٱْمرَأٌَة َوَلُهۥٓ َأٌخ أَْو أُْخٌت فَِلُكلِّ وَِٰحٍد مِّ
 ُ َّ َِّ ۗ َوٱ َن ٱ َآ أَْو َدْيٍن َغْريَ ُمَضٓارٍّ ۚ َوِصيًَّة مِّ  َعِليٌم َحِليمٌ ِىف ٱلثـُُّلِث ۚ ِمۢن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصٰى ِ
 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S A-Nisa>’: 
12).7 
َن ٱْخلَُلطَآِء َليَـْبِغى بـَْعُضُهْم َعَلٰى  قَاَل َلَقْد ظََلَمكَ  ِبُسَؤاِل نـَْعَجِتَك ِإَىلٰ نَِعاِجِهۦ ۖ َوِإنَّ َكِثريًا مِّ
َا فـَتَـنَُّٰه فَٱسْ  ِت َوقَِليٌل مَّا ُهْمۗ  َوَظنَّ َداُوۥُد أَمنَّ تَـْغَفَر َربَُّهۥ بـَْعٍض ِإالَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َوَعِمُلو۟ا ٱلصَِّٰلحَٰ
َبَ  َوَخرَّ    رَاِكًعا َوَأ
Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
                                                          
7 Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., 106. 
 



































mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah 
mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. 
(Q.S. Sha>d, ayat 24).8 
 
Dalam surat al-Nisa> ayat 12 ini, pengertian syuraka adalah 
bersekutu dalam memiiki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan 
dalam surat Sha>d ayat 24, lafat al-khutha> diartikan sebagai syuraka, 
yakni orang-orang yang mencapurkan harta mereka untuk dikelola 
bersama. 
2. Hadis 
َ  :يـَُقولُ  تـََعاَىل  هللاَ  نَّ إِ  :عن أيب هريرة, ِلثٌ  َأ  فَِإَذاَخانَ  َصاِحَبُه، َأَحُدُمهَا َخيُن َماملَ  الَشرِيَكنيِ  َ
 9هريرة) أيب عن واحلاكم داود أبوا رواه( بَيِنِهَمال ِمن َخَرجتُ  َصاِحَبهُ  َأَحُدُمهَا
Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sedungguhnya Allah Azza 
wa Jalla berfirman, Aku pihak dari ketiga dari dua orang yang berserikat 
selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (H.R Abu Dawud dan 
Hakim)10 
 
Di Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa 
mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan 
dalam arti Allah akan juga manjaga selain itu Allah akan memberikan 
pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati 
janji dalam usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki 
ikatan yang bebas namun kita tidak akan bisa membatalkannya secara 
sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya. 
3. Ijma’ 
                                                          
8 Ibid..., 
9 Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), 397. 
10 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 342. 
 



































Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “kaum 
muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musya>rakah secara 
umum walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa pengertian 
darinya.11 
C. Rukun Kerjasama (Musya>rakah) 
Musya>rakah memiliki beberapa rukun yang bertujuan agar akad yang 
dijalankan menjadi sah, antara lain: 
1. Shighah 
Shighah adalah ijab dan qabul. Yakni adanya kesepakatan anata kedua belah 
pihak yang bertransaksi.12 
2. ‘Aqidain  
‘Aqidain adalah 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi dan memiliki 
kecakapan melakukan pengelolaan harta.13 
3. Mal 
Mal atau juga disebut objek akad, yang disebut juga ma’qud alaihi, dalam 
hal ini mencakup modal atau pekerjaan. 
  
                                                          
11 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 203. 
12 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 195. 
13 M. Nadzir, Fiqh Muamalah Klasik (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015), 122. 
 




































Nisbah merupakah keuntungan yang harus dibagi sesuai kesepakatan diawal 
akad atau sesuai proporsi dari modal yang dikontribusikan oleh para pihak yang 
berakad.14 
D. Syarat-syarat Kerjasama (Musya>rakah) 
Syarat musya>rakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum 
dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi musya>rakah batal. 
Menurut Hanafiah syarat-syarat musya>rakah terbagi menjadi empat 
bagian:  
1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk musya>rakah baik harta, 
maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat:  
a. Pertama, berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai 
perwakilan.  
b. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan 
disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.  
2. Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Didalam hal ini, ada syarat yang 
harus dipenuhi, yaitu: 
a. Pertama modal yang dijadikan objek akad musya>rakah adalah dari 
alat pembayaran yang sah (nuqud), seperti riyal, rupiah, dan dollar.  
b. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik 
jumlahnya sama atau berbeda.  
                                                          
14 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
93. 
 



































3. Syarat yang terkait dengan syirkah mufawadah yaitu pertama modal pokok 
harus sama. Kedua orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga objek 
akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau 
perdagangan.15 
Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang diperlukan dalam 
musya>rakah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:  
1. Mengungkapkan kata yang menunjukan izin anggota yang berserikat 
kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.  
2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masingmasing mereka 
merupakan wakil lainnya.  
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masingmasing, 
baik bentuk mata uang atau lainya. Malikiyah menambahkan bahwa orang 
yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar 
(rusyd).16  
Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan musya>rakah pada 
lembaga keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 
No.08/DSN MUI/IV/2000. Adapun secara lengkapnya isi fatwa tersebut 
adalah:  
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan 
memperhatikan hal-hal berikut:  
                                                          
15 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 129 
16 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 128. 
 



































a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan pada 
tujuan kontrak (akad).  
b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.  
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 
menggunakkan cara-cara kominikasi modern. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-
hal berikut:  
a. Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.  
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 
melaksanakan kerja sebagai wakil.  
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musya>rakah dalam 
proses bisnis normal. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang 
untuk melakukan aktifitas musya>rakah dengan memperhatikan 
kepentingan misalnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang 
disengaja.  
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginfestasikan 
dana untuk kepentingan sendiri. 17 
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian) 
a. Modal 
                                                          
17 Naf’an, Pembiayaan Musya>rakah dan Mudharabah..., 105. 
 



































1) Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang nilainya 
sama.  
2) Modal terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, 
dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu 
dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.  
3) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, 
dan menghadiahkan modal musya>rakah kepada pihak lain, kecuali 
atas dasar kesepakatn.  
4) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musya>rakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS 
dapat meminta jaminan.  
b. Kerja  
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 
musya>rakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 
syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari 
lainnya, dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan 
bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musya>rakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam 
organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.18 
  
                                                          
18 Trisodini P. Usanti, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 10. 
 



































c. Keuntungan  
1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 
perbedaan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian 
musya>rakah.  
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional.  
3) Atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan 
jadwal yang diterapkan bagi seseorang mitra. 
4) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi 
jumlah tertentu, kelebihan dan prosenstase itu diberikan kepadanya.  
5) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam 
akad.  
d. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut 
saham masing-masing dalam modal.19 
4. Biaya operasional dan persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 
b.  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.20 
  
                                                          
19 Ibid..., 11. 
20 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 253. 
 



































E. Macam-macam Kerjasama (Musya>rakah)  
Secara garis besar musya>rakah dibagi menjadi 2, diantaranya:21 
1. Musya>rakah al-amlak 
Musya>rakah al-amlak (syirkah milik) adalah ketika dua orang atau 
lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah.22 
Dalam musya>rakah al-amlak, terbagi dalam dua bentuk, yaitu: 
a. Musya>rakah ihyariyah, yakni perserikatan yang muncul akibat 
keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatan dari dalam satu 
kepemilikan. Seperti kepemilikan orang menerima hibah atau wasiat. 
b. Musya>rakah jabr, yakni suatu yang ditetapkan menjadi milik dua 
orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan.23 
2. Musya>rakah al-uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang 
atau lebih untuk mengakibatkan diri dalam perserikatan modal. 
a. Musya>rakah inan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dimana 
masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam 
pengelolaannya dan berbagi keuntungan juga kerugiannya. 
b. Musya>rakah al-mufawadlah, yaitu perserikatan yang modal semua 
pihak dan bentuk kerjasama yang dilakukan baik kualitas dan 
kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi sama rata. 
c. Musya>rakah al-abdan adalah perserikatan dalam bentuk kerjasama 
tanpa modal untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan 
berbagi keuntungan. 
                                                          
21 Naf’an, Pembiayaan Musya>rakah dan Mudharabah..., 98. 
22 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 344. 
23 Ibid..., 345. 
 



































d. Musya>rakah al-wujuh yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih yang memiliki reputasi dikalangan masyarakat untuk 
hutang barang kemudian menjual dan membagi labanya secara 
bersama-sama sesuai kesepakatan.24 
e. Syirkah mudha>rabah, yakni kerjasama usaha antara dua pihak atau 
lebih yang mana salah satu pihak menjadi shahibul ma>l yang 
menyediakan modal 100% untuk keperluan usaha, dan pihak yang lain 
tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pekerja atau sebagai 
pengelola atas usaha yang dijalankan (mudha>rib).25 
F. Manfaat Kerjasama (Musya>rakah) 
Terdapat banyak manfaat dari kerjasama musya>rakah, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 
keuntugan usaha meningkat. 
2. Bank tidak berkewajiaban membayar dalam jumlah tertentu kepada 
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ 
hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread. 
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cahs flow/ arus kas 
usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-
banar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini keuntungan yang murni 
dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 
                                                          
24 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2004), 68-
69. 
25 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2011), 179. 
 



































5. Prinsip bagi hasil musya>rakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di 
bank konvensional.26 
G. Pembagian Proporsi Keuntungan 
Dalam pembagian proporsi keuntungan harus memenuhi beberapa syarat, 
antara lain: 
1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati 
di awal kontrak (akad). Jika proporsi pembagian modal nelum ditetapkan, 
akad tersebut tidak sah menurut syariah. 
2. Rasio/ nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus 
ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan todak 
ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehka untuk 
menetapkan untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan 
dengan modal investasinya.27 
  
                                                          
26 Muhammad Syafi’i Antnio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 
2007), 94. 
27 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah..., 53. 
 



































Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa dari pada ahli 
hukum Islam sebagai berikut: 
1. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa proporsi keuntungan 
dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya 
dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. 
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula dari 
proporsi modal yang mereka sertakan. 
3. Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan sebagai pendapat yang ditengah-
tengah, bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda-beda dari proporsi 
modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra memutuskan menjadi 
sleeping patner, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi 
modalnya.28 
Musya>rakah yang dipahami dalam lembaga keuangan syariah 
merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerja dan modal) 
yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang 
maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musya>rakah 
dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya 
mengarah untuk menghasilkan keuntungan (profit).  
Lembaga Keuangan Islam umumnya tidak sama dengan menjalankan 
metode bagi hasil (profit and loss sharing) dari proyek mereka berdasarkan 
pada pembiayaan kontrak musya>rakah. Prinsip bagi hasil secara luas 
dilaksanakan tergantung pada peranan patner dalam mengelola proyek usaha 
                                                          
28 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah..., 220. 
 



































musya>rakah, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu 
partner dan bank. Aplikasi dari pembiayaan musya>rakah menawarkan 
pembagian keuntungan sebagai berikut:  
1. Menentukan tingkat persentase partner berdasarkan usaha dalam 
tangguhan yang berkaitan dengan musya>rakah.  
2. Menentukan tingkat persentase bagi bank berdasarkan pengawasan dan 
manajemennya terhadap proyek musya>rakah.  
3. Menentukan tingkat persentase keuntungan yang akan diterima kedua 
belah pihak berdasarkan rasio perbandingan kontribusi modal yang 
disertakan dalam kontrak musya>rakah.29 
H. Hal-hal yang Membatalkan Musya>rakah 
1. Sebab-sebab Umum  
a. Salah satu pihak membatalkan musya>rakah. Musya>rakah adalah 
akad yang bersifat tidak mengikat (ghair lazim), menurut mayoritas 
ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama 
Malikiyah, musya>rakah tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya 
kesepakatan kedua pihak untuk membatalkan, karena musya>rakah, 
mereka adalah akad yang mengikat (lazim). 
b. Kematian salah seorang pihak. Jika salah satu pihak meninggal, maka 
musya>rakah menjadi batal, karena batalnya kepemilikan dan 
hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, 
baik pihak lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.  
                                                          
29 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah (Jakarta: Paramedia, 2004), 122. 
 



































c. Salah seorang pihak murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini 
kedudukannya sama dengan kematian.  
d. Salah seorang pihak gila secara permanen, karena dengan demikian 
wakil telah keluar dari wakalah. Gila secara permanen dihitung sekitar 
satu bulan atau setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat 
dalam mazhab Hanafi.30 
2. Sebab-Sebab Khusus  
a. Rusaknya modal musya>rakah, seacara keseluruhan atau modal salah 
satu pihak sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik kedua 
modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya 
adalah karena mauqud alaih (objek akad) dalam akad musya>rakah 
adalah harta, dan harta dalam musya>rakah dapat ditentukan (spesifik) 
dengan penentuan.  
b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawadhaah 
ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara 
modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahah 
akad.31 
I. Berakhirnya Akad Musya>rakah 
1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain 
sebab musya>rakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari 
kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah 
satu pihak. 
                                                          
30 Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 792. 
31 Ibid..., 793. 
 



































2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian 
mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.  
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musya>rakah 
lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. Musya>rakah tetap 
berjalan terus pada anggotaanggota yang hidup.  
4. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampuan, baik karena boros 
yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.  
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta 
yang menjadi objek musya>rakah. Pendapat ini dikemukakan oleh 
mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, namun Hanafi berpendapat bahwa 
keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.32 
 
                                                          
32 Ahmad Azhar Basyir, Riba Utang-Piutang Gadai (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), 65. 
 




































PRAKTIK WANPRETASI DALAM KERJASAMA USAHA FOTOCOPY DI 
LOWBUDGET FOTOCOPY MARGOREJO KOTA SURABAYA 
A. Profil Lokasi Lowbudget Fotocopy 
Lowbudget fotocopy terletak di Jalan Margorejo Masjid No 11D Kota 
Surabaya adalah sebuah usaha fotocopy yang berada di Margorejo Kota 
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pada tahun 2018, lowbudget fotocopy 
memulai usaha dibidang percetakan. Antara lain jasa fotocopy, print, 
pengetikan dan menjual alat-alat tulis kantor.1 
1. Lowbudget fotocopy, adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang 
percetakan. 
2. Lowbudget fotocopy, adalah usaha bagi masyarakat yang ingin mendirikan 
usaha dagang. 
3. Lowbudget fotocopy, merupakan usaha yang digunakan untuk kepentingan 
masyarakat seperti, fotocopy, printing, editing, dan dan pengetikan. 
Masyarakat sekitar Margorejo Surabaya mayoritas memiliki mata 
pencaharian sebagai berdagang, dikarenakan lokasi dekat dengan kampus 
universitas islam negeri surabaya. Namun, tidak sedikit pula warga di 
Margorejo sebagai pegawai ojek online yang biasanya mengantar dan 
menjemput masyarakat yang memesan melalui aplikasi yang berada di Kota 
Surabaya. 
  
                                                          
1 Fani Kurniawan, Wawancara, Surabaya, 2 Juli 2020. 
 



































B. Profil Lowbudget Fotocopy 
1. Sejarah Singkat Lowbudget Fotocopy 
Lowbudget fotocopy merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa 
percetakan, pengetikan dan menjual alat-alat tulis kantor. toko ini 
berdiri atas inisiatif Vian Nurmita Rezy yang dulunya telah lama 
berkecimpung di bidang percetakan dari tahun 2013 sampai 2017. Pada 
akhir tahun 2017 Vian Nurmita Rezy yang bekerja di pabrik PT. Buana 
Citra Abadi sebagai teknisi. Namun pada tahun 2017 Vian memutuskan 
untuk resign dari pekerjaan awalnya dan memulai usaha fotocopy. 2 
Usaha fotocopy ini awalnya merupakan usaha kecil-kecilan yaitu 
berawal dari keinginan Vian untuk mendirikan sebuah fotocopy di tahun 
2015. Karena di rasa Vian mempunyai kemampuan di bidang Percetakan. 
Namun pada saat itu Vian tidak mempunyai modal yang cukup untuk 
mendirikan usaha fotocopy tersebut. Kemudian beliau mengajak 
temannya yaitu Fani Kurniawan untuk bekerjasama membangun sebuah 
usaha yaitu usaha fotocopy. Akhirnya Fani Kurniawan bersedia 
menanamkan modalnya. 
Modal tersebut akhirnya digunakan apak Vian selaku pengelola 
usaha fotocopy untuk membeli alat-alat yang diperlukan untuk usaha 
fotocopy. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 
Vian selaku pengelola usaha, pada awalnya usaha fotocopy tersebut 
masih berupa jasa servis fotocopy. Beliau mengerjakan penyervisan 
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fotocopy seorang diri. 
Ketika beliau merasa hasil usaha dari servis kurang mencukupi 
kebutuhan beliau , dan beliau ingin membuat usaha percetakan, maka 
beliau mengajak Fani Kurniawan untuk bekerja sama membuka usaha 
fotocopy. Namun lambat laun, usaha semakin mengalami perkembangan 
dan akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk menyewa tempat 
untuk mendirikan usaha fotocopy tersebut. 
2. Lokasi Lowbudget Fotocopy 
Lokasi lowbudget fotocopy terletak di Jl. Margorejo Masjid No.11D  
a. Sebelah utara  : Warkop Perempatan Tong 
b. Sebelah timur  : Kos-kosan warga 
c. Sebelah barat  : Jalan Margorejo masjid 
d. Sebelah selatan  : Percetakan Banner 3 
e. Luas Toko  : 6m x 15 m = 90 m2 
3. Struktur Organisasi 
a. Profil Pemilik Modal 
Pemilik modal bernama Fani Kurniawan. Beliau merupakan warga 
asli Kediri yang merantau di Surabaya. Fani Kurniawan tinggal di Jl. 
Margorejo Majid No.23E Kota Surabaya. Beliau bekerja sebagai Sales 
Obat yang ditempatkan di RSUD Dr.Sutomo Kota Surabaya. Dalam 
usaha fotocopy, beliau bertindak sebagai penanam modal yang 
menanamkan modal sebesar Rp.15.000.000,-. 
                                                          
3 Ibid. 
 



































b. Profil Pengelola Usaha 
Pengelola usaha bernama Vian Nurmita Rezy. Beliau merupakan 
warga Lampung. Tempat tinggalnya yaitu di Jl. Margorejo Masjid 
No.23E. Beliau awalnya adalah seorang teknisi di PT. Buana Citra 
Abadi. Namun pada 2017 beliau memutuskan untuk resign dari 
pekerjaannya dan memulai berkarir di bidang jasa Percetakan. Dalam 
usaha fotocopy, Vian bertindak sebagai pengelola usaha yang bertugas 
untuk mengelola dan mengembangkan usaha lowbudget fotocopy. 
beliau bertindak sebagai pengelola yang menanamkan modal sebesar 
Rp. 10.000.000,-.4 
C. Tata Cara Mengerjakan Fotocopy di Lowbudget Fotocopy 
1. Mempelajari buku petunjuk 
Biasanya setiap pembelian sebuah produk terutama produk elektronik 
selalu disertai dengan buku petunjuk penggunaan, buku ini akan 
membantu Anda dalam menggunakan mesin tersebut dengan cara yang 
benar sehingga Anda dapat menghindari kesalahan penggunaan yang 
berujung pada kerusakan atau error pada mesin. Mengingat sangat 
pentingnnya buku petunjuk penggunaan ini maka selalu disarankan untuk 
membacanya dan memahaminya yang kemudiaan mempraktekanya 
dengan benar, mula dari cara memasang kabel sampai cara menghidupkan 
mesin fotocopy untuk pertama kalinya. Walaupun menggunakan mesin 
fotocopy bukan yang pertama bagi Anda, namun buku panduan 
                                                          
4 Vian Nurmita Rezy, Wawancara, Surabaya, 2 Juli 2020. 
 



































penggunaan harus tetap Anda baca dan perlajari karena pada umumnya 
masing-masing mesin fotocopy mempunyai cara pengoperasian yang 
berbeda untuk setiap tipe, brand dan jenisnya. 
2. Memahami Beberapa Fungsi Pada Tombol Dasar 
Untuk menunjang kinerjanya, mesin fotocopy dilengkapi dengan 
berbagai tombol, biasanya para pengembang turut menyertakan 
penggunaan warna pada masing-masing tombol untuk membedakan fungsi 
setiap tombolnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan 
mesin fotocopy sehingga dapat digunakan secara benar. Berikut 
merupakan fungsi dari tombol-tombol pada mesin fotocopy tersebut 
diantaranya adalah: 
a. Tombol reset digunakan untukmengembalikan pengaturan serta 
menghapus program 
b. Tombol check counter, digunkan untuk melihat jumlah kertas yang 
sudah di berhasil digandakan. 
c. Tombol angka, digunakan untuk mengatur jumlah, besar dan ukuran 
kertas yang akan di fotocopy. 
d. Tombol stop, digunakan untuk menghentikan proses fotocopy yang 
sedang berjalan.5 
e. Tombol clear, digunakan untuk menghapus atau kembali ke pengaturan 
sebelumnya. 
f. Tombol fungsi option, digunakan untuk membuka program mesin serta 
                                                          
5 Ibid. 
 



































mengatur berbagai fungsi di mesin fotocopy. 
g. Tombol on/off digunakan untuk menghidupakan atau mematikan mesin. 
3. Cara Menggunkan Mesin Fotocopy 
Setelah membaca kemudian mempelajari buku petunjuk penggunaan 
dan memahami fungsi dari berbagai tombol tentunya menggunakan mesin 
fotocopy akan terasa lebih mudah. Pada umumnya cara menggunakan mesin 
fotocopy adalah sebagai berikut: 
a. Menekan tombol on untuk menghidupkan mesin. 
b. Meletakkan kertas yang akan di fotocopy pada kaca yang menjadi tempat 
fotocopy biasanya berada di bawah alat scanner. Agar hasilnya bagus, 
atur posisi kertas dengan bagian tepi atas menempel di garis skala dengan 
posisi yang tepat ditengah. 
c. tekan tombol papper select, lalu atur ukuran kertasnya. 
d. Tekan tombol jumlah kertas yang akan di copy. 
e. Tekan tombol start, tunggu hingga mesin selesai mengeluarkan kertas 
hasil penggadaan.6 
D. Pelaksanaan Kerjasama Musya>rakah di Lowbudget Fotocopy 
1. Latar Belakang Akad Musya>rakah 
Kerja sama bagi hasil dalam usaha fotocopy ini diawali dengan adanya 
keinginan dari pengelola usaha yaitu Vian Nurmita Rezy untuk 
mempunyai usaha sebuah usaha fotocopy. Namun, pada saat itu beliau 
kekurangan modal. Kemudian beliau mengajak temannya yaitu Fany 
                                                          
6 Ibid. 
 



































Kurniawan agar menanamkan modalnya untuk mendirikan usaha bersama 
yaitu usaha Foocopy. 
Akhirnya, pemodal yang pada saat itu hanya mempunyai uang namun 
tidak mempunyai skill, bersedia untuk menanamkan modalnya sebesar 
Rp.15.000.000,- dan pengelola pada usaha fotocopy tersebut. Perjanjian 
kerja sama ini tidak dilakukan secara tertulis, dan hanya atas dasar 
kepercayaan satu sama lain antara pemilik modal dengan pengelola usaha. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Fany Kurniawan, faktor utama 
diterimanya kerjasama usaha fotocopy tersebut adalah 
a. Fany Kurniawan ingin berinvestasi dengan orang yang terpercaya dan 
amanah. 
b. Keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut dapat digunakan 
sebagai kebutuhan hidupnya. 
c. Tanpa skill dan hanya memiliki uang yang dimiliki, Fany Kurniawan 
dapat berwirausaha.7 
Beberapa faktor pendukung pendukung berkembangnya usaha 
lowbudget fotocopy ini adalah: 
a. Banyaknya pengalaman kerja Vian Nurmita Rezy dibidang percetakan, 
sehingga memudahkan pengembangan usaha. 
b. Banyaknya costumer Vian Nurmita Rezy dibidang percetakan sehingga 
usaha ini menjadi lancar. 
  
                                                          
7 Ibid. 
 



































Kendala yang dihadapi dalam usaha Vian Nurmita Rezy di lowbudget 
fotocopy. 
a. Tidak mempunyai karyawan. 
b. Mesin fotocopy yang sering error dan beberapa alat penunjang usaha 
fotocopy yang rusak. 
Dari paparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang 
menjadi latar belakang terbentuknya kerja sama dalam usaha percetakan 
usaha fotocopy lowbudget ini adalah: 
a. Adanya keinginan Vian Nurmita Rezy mendirikan suatu usaha dibidang 
fotocopy 
b. Adanya keinginan Fany Kurniawan untuk menginvestasikan uangnya. 
c. Adanya kemampuan skill yang dimiliki oleh Vian Nurmita Rezy. 
d. Kerjasama dalam usaha fotocopy ini bisa untuk mencukupi kebutuhan 
hidup mereka berdua.8 
2. Akad Dalam Kerjasama Usaha Lowbudget Fotocopy 
a. Isi Perjanjian Kerjasama Musya>rakah 
Peranjian kerja sama bagi hasil dalam usaha fotocopy lowbudget di 
bidang percetakan berisi bahwa telah terjadi kerja sama bagi hasil 
antara pemilik modal dan pengelola usaha, dimana pemilik modal telah 
menanamkan modalnya sebanyak Rp.15.000.000,- dan pengelola usaha 
juga ikut menamkan modalnya sebanyak Rp.10.000.000,-. Pengelola 
berjanji untuk mengelola usaha tersebut dengan sebaik-baiknya untuk 
                                                          
8 Ibid. 
 



































usaha fotocopy di lowbudget fotocopy. 
Dalam isi perjanjian ini juga terdapat kesepakatan bahwa untuk 
keuntungan masing-masing pihak, pengelola akan mendapat 
keuntungan sebanyak 60%, sedangkan 40% untuk pemilik modal dari 
modal yang ditanamkannya yakni sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan. 
Sementara pengelola usaha mendapat sisa dari pendapatan setelah di 
bagikan kepada pemilik modal. Perjanjian ini berupa perjanjian lisan, 
tidak ada bukti tertulis.9 
b. Bentuk Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Musya>rakah 
Perjanjian atau akad kerja sama bagi hasil ini tidak di lakukan 
secara tertulis, melainkan hanya secara lisan. Perjanjian ini dilakukan 
atas dasar kekeluargaan dan saling percaya antara pemilik modal 
dengan pengelola usaha. 
1) Cara Melakukan Ijab Qabul 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ijab qabul 
dalam kerja sama bagi hasil di lowbudget fotocopy ini dilakukan 
secara lisan. Ijab dan qabul dilaksanakan dengan jelas, bahwa 
s{a>h{ibal-ma>lmenanamkan modalnya sebanyak Rp.25.000.000,- pada 
mud{a>rib yang pada saat itu tidak mempunyai modal apapun 
kecuali kemampuan (skill). Sedangkan mud{a>rib menerima uang 
tersebut dan berkata akan mempergunakannya untuk mengelola 
usaha Bengkel Dinamo tersebut di rumahnya. 
                                                          
9 Firman, Wawanacara, Surabaya, Juli 2020. 
 



































Nisbah bagi hasil yang disepakati pada waktu itu adalah 
pemodal akan mendapat 40% dari modal yang di tanamkannya yaitu 
sebanyak Rp. 1.000.000,- per bulan. Dan pengelola usaha akan 
mendapat sisa uang setelah dikurangi keuntungan yang di bagikan 
kepada pemodal. 
2) Waktu Pelaksanaan Akad 
Akad dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018 hingga 2019. 
Tidak ada jangka waktu dalam usaha ini. Menurut hasil wawancara 
yang dilakukan penulis kepada Fani Kurniawan, akad akan berakhir 
ketika pemilik modal (shahibul ma>l) menarik kembali modal yang 
telah di tanamkannya.10 
3. Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Musya>rakah 
Seperti yang dipaparkan oleh penulis diatas, bahwa akad kerja sama 
bagi hasil pada lowbudget fotocopy ini terjadi berdasarkan perjanjian yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana pihak pertama yaitu 
pemilik modal telah menanamkan modalnya sebesar Rp.15.000.000,- dan 
pengelola menanamkan modalnya sebesar Rp.10.000.000,- untuk 
membangun sebuah usaha bersama yaitu lowbudget fotocopy. Dari 
perjanjian tersebut, secara otomatis muncul hak dan kewajiban pemilik 
modal dan pengelola usaha. Diantaranya hak dan kewajiban pemilik 
modal. 
a. Berhak mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya. 
                                                          
10 Ibid. 
 



































b. Wajib menanggung kerugian bersama lowbudget fotocopy. 
Kemudian Hak dan Kewajiban Pengelola usaha, diantaranya: 
a. Berhak mendapat sisa dari pedapatan setelah dibagikan kepada pemilik 
modal. 
b. Wajib memberikan Rp.1.000.000,- setiap bulannya sebagai bentuk 
keuntungan pemilik modal seperti yang disepakati pada awal perjanjian. 
Target Perdapatan lowbudget fotocopy adalah Menurut hasil 
wawancara penulis kepada Hardi, target pendapatan setiap bulan lowbudget 
fotocopy adalah sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp 2.000.000,-.11  
a. Kebutuhan Awal Usaha 
Kebutuhan awal untuk pembukaan lowbudget fotocopy yaitu sekitar 
Rp.25.000.000,- untuk pembelian alat-alat keperluan fotocopy seperti 
mesin fotocopy, print, peralatan alat tulis kantor dan lain-lain. 
b. Pendapatan Rata-Rata Tiap Bulan 
Setiap bulan usaha lowbudget fotocopy mendapatkan penghasilan 
kotor rata-rata sebesar Rp.1.000.000,- per bulan.  
4. Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil  
Pada awal perjanjian kerja sama, kedua belah pihak telah bersepakat 
bahwa nisbah bagi hasil ditentukan dari jumlah modal yang di tanamkan 
oleh pemilik modal. Dalam usaha fotocopy, nisbah yang telah disepakati 
adalah pemodal mendapat 40% dihitung dari modal yang ditanamkan. 
Jadi, keuntungan yang didapatkan oleh pemilik modal telah disepakati 
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pada awal perjanjian yaitu sebesar Rp.400.000,- per bulan. Sedangkan 
untuk pengelola, akan mendapat sisa dari pendapatan setelah dibagikan 
kepada pemodal. 
5. Pembagian Keuntungan Dan Kerugian 
a. Keuntungan 
Keuntungan = Nisbah Bagi Hasil x Modal Awal 
Seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa pada kerja sama 
bagi hasil dalam usaha lowbudget fotocopy ini, keuntungan akan dibagi 
sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal 
perjanjian yaitu penanam modal sebesar 40% (dari modal yang 
ditanamkan) yaitu Rp.15.000.000,-. Sedangkan pengusaha mendapat 
sisa dari pendapatan setelah di bagikan pada pemilik modal. Berikut 
merupakan rumus perhitungan keuntungan bagi hasil untuk pemilik 
modal (sha>hibul ma>l) pada lowbudget fotocopy, Keterangan:12 
1) Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang didapatkan 
pemilik modal setiapbulannya. 
2) Nisbah bagi hasil pada lowbudget fotocopy antara pemilik modal: 
pengelola usaha adalah sebesar 40 %: 60 %. 
3) Modal awal yang ditanamkan oleh pemilik modal yaitu sebesar 
Rp.15.000.000,-. 
Jadi, dapat dipahami bahwa keuntungan yang didapatkan oleh 
penanam modal adalah hasil dari perhitungan nisbah bagi hasil yang 
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dikalikan dengan modal awal. Dalam lowbudget fotocopy, maka cara 
penghitungan keuntungan tersebut adalah sebagai berikut: 
Keuntungan = 60% x Rp.15.000.000,- =Rp.9.000.000,- 
Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha tidak 
menentu, tergantung besar kecilnya pendapatan lowbudget fotocopy 
setiapbulannya. Kedua belah pihak telah menyepakati tanggal untuk 
pembagian keuntungan setiap bulannya yaitu pada tanggal 25. Jadi, 
keuntungan akan dibagikan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Menurut 
Fany Kurniawan, keuntungan yang dibagikan setiap bulan akan diambil 
di rumah Vian Nurmita Rezy selaku pengelola usaha. Namun, ketika 
usaha, sepi order biasanya waktu pembagian keuntungan mundur dari 
tanggal yang disepakati. 
b. Dalam lowbudget fotocopy, apabila usaha mengalami kerugian maka 
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepatan awal. Jika usaha 
mengalami sepi order, maka keuntungan yang dibagikan pada pemilik 
modal juga akan menurun yaitu sebanyak 7%-8%. Begitu pula dengan 
keuntungan yang didapat oleh pengelolausaha.13 
c. Kerugian yang nyata tidak pernah terjadi selama usaha berlangsung. 
Menurut pengusaha, pendapatan akan menurun apabila usaha fotocopy 
ini mengalami sepi order. Jika bengkel mengalami sepi order, maka 
pengusaha akan melakukan promosi ulang melalui media social seperti 
facebook, whatsApp dan lain-lain. 
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Menurut Fani Kurniawan selaku pemilik modal, ketika usaha 
mengalami penurunan pendapatan atau sepi order, keuntungan yang di 
dapat oleh beliau juga turut menurun. Misalnya, pada tahun 2016 
keuntungan yang didapat Fany Kurniawan menurun dari awalnya 
Rp.15.000.000,- menjadi Rp.10.00.000,-. Hal ini nisbah bagi hasil yang 
didapat oleh Fany Kurniawan menurun dari 10% menjadi 7%. 
Pada awalnya usaha fotocopy di lowbudget berjalan lancar, Fani 
Kurniawan memberikan modal sebesar Rp. 15.000.000,-kemudian Vian 
memberikan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- dengan bagi hasil 
60% untuk Vian kemudian 40% untuk Fani Kurniawan. Wanprestasi 
terjadi karena pengelola usaha melakuka kecurangan, seperti 
memberikan nota kosong ketika membeli sparepart, kemudian 
pengelola usaha juga menentukan harga yang berbeda dari yang 
ditetapkan, dan customer meminta nota kosong yang tidak sesuai 
dengan total apa yang ditransaksikan kepada pengelola usaha.14 
E. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Musyārakah di Lowbudget Fotocopy 
Sebelum penulis mendeskripsikan sistem bagi hasil dan praktik 
kerjasama anatara pemilik usaha dengan pemodal di lowbudget fotocopy, 
penulis akan memaparkan profil responden selama proses penelitian 
berlangsung. Adapun nama-nama responden sebagai berikut: 
Tabel Responden 3.1 
No. Nama Umur Pekerjaan 
1. Fani 31 Tahun Sales Obat 
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30 Tahun Penjual Spare Part 
Fotocopy 
4. 
Sulton Arrobi 25 Tahun Mahasiswa Uinsa 
Sistem bagi hasil merupakan cara pemilik usaha membagi hasil dengan 
karyawannya dengan persentase 60:40 dimana untuk Fani Kurniawan 40% 
merupakan pengelola usaha, dan untuk 60% bersih milik Vian Nurmita Rezy, 
bagi hasil dilakukan setiap sebulan sekali. Adapun tahapan-tahapan dalam 
proses transaksi kerjasama bagi hasil pemilik dengan pengelola usaha 
ditempat usaha fotocopy adalah:15 
1. Antara Pengelola Usaha fotocopy dengan Pemodal 
Dalam transaksi bagi hasil ini, pengeloladengan sendirinya datang 
kepada pemilik usaha untuk menawarkan keterampilan yang dimiliki 
ataupun meminta izin guna menjadi mitra kerja dalam bidang percetakan 
yang menggunakan sebuah usaha fotocopy, sebab di Margorejo Surabaya 
usaha fotocopy ini yang menggunakan fotocopy masih belum banyak, 
sehingga peluang untuk membuka usaha ini sangatlah besar untungnya. 
Bagi pemodal yang memiliki waktu terbatas, dengan banyaknya 
permintaan dari customer service yang harus dikirim ke pengelola usaha, 
dan dengan bantuan dari orang lain atau mitra kerja hal ini sangat 
membantu karena akan saling tolong menolong untuk meringankan beban 
pekerjaan. 
                                                          
15 Ibid. 
 



































2. Dalam suatu perjanjian tidak akan terlepas dari suatu akad atau perjanjian 
anatara kedua belah pihak, yang didalamnya membicarakan tentang waktu 
kerjasama sampai besarnya bagian yang didapatkan kedua belah pihak, 
perjanjian dilakukan secara lisan dan saling percaya. Sebelum memulai 
kerjasama dalam bentuk sistem bagi hasil (share profit) sudah harus 
disepakati, untuk ketentuan-ketentuan selanjutnya pengelolaharus 
mengikuti arahan dari pemilik modal dan apabila pengelola melanggar 
kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, maka pemilik modal berhak 
untuk menghentikan kerjasama tersebut. 
Kerjasama bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola 
usaha di lowbudget fotocopy, merupakan salah satu bentuk usaha yang 
berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan menjalin 
hubungan kerjasama dengan orang lain maka akan menguatkan tali 
persaudaraan dan saling tolong menolong dalam tujuan bersama.16 
Berikut adalah hasil wawancara, seperti yang disampaikan oleh Fani 
Kurniawan selaku pemilik usaha yang penulis temui saat wawancara, 
penjelasan Fani Kurniawan mengenai sistem bagi hasil usahanya adalah: 
“Saya biasanya membagikan keuntungan ke pengelola usaha saya sebulan 
sekali, tergantung dari pengelola usaha juga mintanya kapan tapi biasanya 
pengelola usaha saya ini mintanya sebulan sekali. bagi keuntungannya 
yaitu 40% untuk saya dan 60% untuk pengelola usaha, akad seperti ini 
saya rasa untuk usaha seperti ini sudah cocok, kalau ada pemilik usaha 
                                                          
16 Ibid. 
 



































yang mengambil keuntungan penuh tanpa saya ketahui apabila saya tahu 
pasti saya tegur, itu karena sama saja sudah membohongi saya mas, kalau 
ditegur gak bisa ya di stop kerjasamanya buat apa kerjasama kalau untuk 
rugi”.17 
Banyak ayat al-Qur’an dan hadist Nabi saw. yang memerintahkan 
manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut 
kemampuan yang dimilikinya yang terpenting tidak melanggar ketentuan-
ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah.  
Menurut Vian Nurmita Rezy mengenai perbuatan pembelian 
sparepart dengan nota harga barang yang ditulis sendiri tetap bukanlah 
rahasia umum, sedangkan keluhan customer terhadap harga produk yang 
tidak tetap sudah biasa dilakukan dengan alasan harga kertas per rimnya 
yang selalu naik turun, lalu customer yang meminta nota kosong untuk 
ditulis sendiri memang saya berikan akan tetapi total harga sudah saya 
sampaikan, walaupun merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan 
dari kesepakatan tetapi masih banyak yang melakukan perbuatan 
tersebut.18 
Menurut Firmansyah selaku penjual sparepart fotocopy mengenai 
perbuatan yang membeli sparepart dengan nota kosong sudah biasa 
dilakukan yang penting kami sudah memberikan nota harga dari kami 
sendiri.19 
                                                          
17 Ibid. 
18Vian Nurmita Rezy, Wawancara..., 
19 Firmansyah, Wawancara...., 
 



































Menurut Robi selaku customer yang menggunakan jasa fotocopy 
kami. Beliau biasanya meminta langsung nota kosong saat sesudah 
membeli, beliau biasanya meminta langsung lewat pengelola usaha karena 
memang sudah kenal. Vian Nurmita Rezy tidak tau jika ada peristiwa itu 
antara pengelola usaha dengan customer.20 
                                                          
20 Robi (Customer), Wawancara, Surabaya, 5 Juli 2020. 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM 
KERJA SAMA USAHA FOTOCOPY DI LOWBUDGET FOTOCOPY 
MARGOREJO KOTA SURABAYA 
A. Analisis Praktik Wanprestasi dalam Kerja Sama Usaha Fotocopy di 
Lowbudget Fotocopy Margorejo Kota Surabaya 
 
Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak orang yang melakukan akad 
kerjasama dengan orang lain seperti halnya kerjasama bagi hasil antara 
pengelola usaha fotocopy dengan pemodal. Kerjasama ini termasuk juga 
dalam kerjasama usaha fotocopy, kerjasama ini sangat menguntungkan kedua 
belah pihak baik yaitu pengelola dan pemodal.  
Kerjasama ini layak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, 
dan mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi, hal itu dikarenakan pekerja 
kantor dan mahasiswa yang membutuhkan jasa fotocopy. Kerjasama bagi 
hasil antara pengelola dengan pemodal didasarkan pada unsur tolong-
menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama pengelola dan pemodal 
mampu menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama. 
Berikut ini adalah praktik kerjasama anatara pengelola usaha fotocopy 
dengan pemodal di lowbudget fotocopy Margorejo Surabaya. Akan di analisis 
pada aspek rukun dan syaratnya, yaitu: 
1. Pengelola usaha lowbudgetfotocopy  
Pengelola usaha fotocopy yang melakukan aqad harus berakal sehat, 
maknanya si pengelola usaha atau yang beraqad tidak boleh anak kecil 
ataupun orang gila. Dalam proses aqad kerjasama dengan sistem bagi hasil 
yang sedang terjadi di lowbudget fotocopy Margorejo Surabaya, 
 

































alhamdulillah pengelola usaha fotocopy yaitu Vian Nurmita Rezy yang 
berusia 27 Tahun yakni usia yang sudah matang dan berakal dalam arti 
mampu berfikir dan dapat memahami mana yang baik dan mana yang 
tidak baik atau buruk. Dan yang menjadi tanggungan pengelola usaha 
adalah kerusakan atau kerugian apapun dalam usaha ini. 
2. Pemodal 
Pemodal dalam hal ini adalah seseorang yang memberi modal dalam 
usaha fotocopy. Selain pengelola usaha, pemodal juga haruslah orang yang 
berakal. Dalam sistem kerjasama bagi hasil yang terjadi di lowbudget 
fotocopy Margorejo Surabaya, pemodal Fani Kurniawan yang berusia 31 
Tahun yakni usia yang sudah matang dan berakal dalam arti mampu 
berfikir dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.  
3. Objek kerjasama  
Mesin fotocopy adalah Mesin yang digunakan untuk mencetak atau 
menggandakan dokumen. Mesin fotocopy yang akan digunakan pengelola 
berasal dari pemodal. Mesin fotocopy nantinya akan digunakan pengelola 
untuk melaksanakan usaha fotocopy. Dalam hal ini, pemodal akan tidak 
akan dibebani apapun kecuali dibebani kerugian yang terjadi atau 
kerusakan yang terjadi pada mesin fotocopy. Sedangkan pengelola 
memiliki semua tanggungan yang berhubungan dengan penggunaan mesin 
fotocopy termasuk didalamnya adalah perawatan terhadap mesin fotocopy. 
Kerjasama antara pengelola usaha fotocopy dan pemodal di bidang 
percetakan dilakukan dengan sistem bagi hasil atas usaha tersebut. 
 

































Terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan 
akan diberikan atau dibagi anatara para pihak dalam usaha yang 
berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian 
hasil keuntungan 60:40 disetiap penjualan air kepada pembeli, memang 
sudah tepat dalam usaha ini karena berdasarkan tanggungan yang diterima 
oleh pengelola. 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Kerja Sama Usaha 
Fotocopy di Lowbudget Fotocopy Margorejo Kota Surabaya 
Dalam syariat Islam, secara umum praktik musya>rakah diperbolehkan 
apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu akad dikatakan tidak sah 
apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi.1  
Perjanjian dalam kerjasama akan mendapatkan manfaat yang besar bagi 
kedua belah pihak, baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran kerjasama 
tersebut. Syirkah juga berarti bercampurnya antara harta yang satu dengan 
harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Berbagai 
macam pendapat ulama’ tentang pengertian musya>rakah. 
Berdasarkan pemaparan pada bab III praktik kerjasama usaha fotocopy 
tersebut terdapat kecurangan dalam penulisan uang masuk serta uang keluar 
untuk membeli kebutuhan pengembangan usaha fotocopy tersebut. 
kecurangan tersebut terdapat pada setiap pembelian sparepart yang penulisan 
nota pembelian ditulis sendiri oleh pengelola dan harga asli melebihi harga 
yang tertera dalam nota. Hal lain ialah pemberian nota kosong kepada 
                                                          
1 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 180. 
 

































pengguna jasa usaha fotocopy memicu pemberian kesempatan kepada pihak 
pengguna jasa akan berbuat kecurangan. 
Mekanisme praktik dalam kerjasama usaha antara pemodal dengan 
pengelola usaha fotocopy yang berada di lowbudget fotocopy Margorejo 
Surabaya, dalam penerapannya secara bersamaan diterapkan secara bersamaan 
dengan akad kerjasama, dalam hal ini pengelola usaha yang bekerjasama 
dengan pemodal yang akan membuka usaha fotocopy di Margorejo Surabaya, 
bersamaan dengan hal itu maka pengelola usaha dari lowbudget fotocopy yang 
merupakan wakil atau pengelola dari pemodal yang akan membuka usaha 
fotocopy. 
Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun 
berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang 
diperoleh mereka berdua juga sama, baik pekerjannya disyaratkan untuk 
keduanya maupun salah satunya. Hal itu karena menurut ulama Hanafiyah, 
keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian 
jaminan. Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua 
orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, 
dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi 
salah satunya mendapat keuntungan lebih.  
Ulama’ Hanabilah dan Syi’ah Zaidiyah sependapat dengan ulama 
Hanafiyah bahwa kedua orang syarik (mitra) boleh mendapat keuntungan 
yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, 
menurut madzhab-madzhab. Ulama Maliikiyah, Syafi’iyah, Zhahiriyah, 
 

































Syi’ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar 
musya>rakah menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian 
hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. 
Ketidakjelasan terhdapa atas semua hal dalam kerja sama baik 
keuntungan maupun kerugian dapat menyebabkan batalnya akad kerjasama. 
Apabila seseorang memberikan satu dirham kepada yang lain dengan 
kesepakatan berbagi dalam keuntungan tapi dia tidak menjelaskan besarnya 
keuntungan yang akan menjadi miliknya, maka akadnya sah dan keuntungan 
menjadi milik berdua secara sama rata. Hal ini karena syirkah mengahruskan 
adanya persamaan, sebagaimana dalam firman Allah: 
 فَِإْن َكانـُْوا َأْكثـََر ِمْن َذاِلَك فـَُهْم ُشرََكآُء ِيفْ الثُلِث 
 “Jika saudara-saudara seibu dari seorang maka mereka berserikat dalam 
sepertiga harta.” (Q.S al-Nisa>’: 12)2 
 
1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum, yaitu: 
a. Dapat dipandang sebagai perwakilan 
Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan 
wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika 
memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian , masing-
masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya. 
b. Kejelasan dalam Pembagian Keuntungan  
Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti 
seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak 
                                                          
2 Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., 106. 
 

































jelas (Majhul), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian 
umum dari jumlah.  
Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari 
anggota, sehingga keuntunggan itu mengalami pembagian antara 
anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan 
tenaga. Para Ulama’ telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus 
sesuai dengan pesentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-
masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 
50%.  
Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang 
berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang 
disetorkan kepada syirkah itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, 
sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota syirkah 
sebesar 50%.  
Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak memperbolehkan pembagian 
semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama 
mensyaratkan kerugian di dalamnya.3 Imam Hanafi dan Imam Hambali, 
memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di 
atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih 
dahulu antara anggota persero.  
Alasan Imam Malik dan Imam Syafi’i yang melarang hal itu karena 
mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan 
                                                          
3 Ibnu Rusdy, Bidayatul Al-Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said, Bidayatul Mujtahid, Jilid 4 
(Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 304. 
 

































modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian 
keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu 
juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar 
modal yang di tanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan 
berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya 
tergantung dari kesepakatan mereka.4  
Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian 
adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama 
dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang didalam 
keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan syirkah, 
hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan 
bertambah kepada satu pihak saja. Sedangkan ada yang memungkinkan 
pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal 
yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya 
modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan 
anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan 
kemampuan dalam menjalankan modal.5 
c. Laba  
Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, 
tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, duapuluh dan 
lainlain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan 
                                                          
4 Moh. Magfur Wachid, Membangaun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam (Surabaya: 
Risalah Gusti, 1996), 157. 
5 Nejatullah Siddiq, Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam (Jakarta: Dana Bakti Prima 
Yasa, 1996), 22. 
 

































dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat 
perkongsian.6 
2. Ketentuan Umum Pembiayaan Musya>rakah  
a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan 
dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam 
menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. 
Tetapi pemilik modal tidak diperkenankan melakukan hal hal berikut:  
1) Menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi;  
2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin 
pemilik modal lainnya; 
3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan 
pihak lain; dan 
4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila 
menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak 
cakap hukum.  
b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek 
harus diketahui bersama. Keuntungan sesuai porsi kesepakatan, 
sedangkan kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal.  
c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah 
proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi 
hasil yang telah disepakati.7 
                                                          
6 Abdur Rahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, Jilid 4 (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994) 151-
152. 
7 Sofiniyah Ghufron, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank 
Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005) 44. 
 

































3. Syirkah Inan Fi al-Amwal 
Praktik kerjasama usaha fotocopy termasuk kedalam golongan syirkah 
inan fi al-amwal. Syirkah inan fi al-amwal memiliki arti kerjasama modal, 
yakni masing-masing syarik (pemilik modal) memberikan dana, dan 
berhak mendapatkan hasil usaha baik laba (keuntungan) maupun kerugian 
yang dibagi secara proporsional kontribusi modal maupun sesuai 
kesepakatan awal akad. Syirkah inan fi al-amwal berkaitan dengan bisnis 
yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi), dan kerusakan harta 
syirkah. 
Para syarik dibolekan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan 
bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing 
pihak syarik. Dengan demikian syirkah inan fi al-amwal dapat dibedakan 
menjadi dua: 
a. Syirkah inan fi al-amwal mutlaqah (tidak terikat pada bidang usaha 
tertentu dan/ atau tempat usaha tertentu); dan 
b. Syirkah inan fi al-amwal muqayyad (terikat pada bidang usaha tertentu, 
cara usaha tertentu dan/ atau tempat usaha tertentu. 
4. Pembagian Hasil 
Dalam syirkah inan fi al-amwal pembagian hasil dilakukan secara 
proporsional. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian 
hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Disamping itu syarik 
dibolehkan menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang 
diterimanya lenih besar dari syarik lain, dengna alasan pekerjaan yang 
 

































ditanggungnya lebih besar, sedangkan kerugian dibago secara 
proporsional. Hal ini didasarkan atas hadis yang menyatakan bahwa Nabi 
saw. bersabda yang artinya:”kentungan dibagi berdasarkan perjanjian, 
sedangkan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan. 
Ulama Maliikiyah, Syafi’iyah, Zhahiriyah, Syi’ah Imamiyah dan 
Zufar (dari kalangan Hanafiyah) berpendapat bahwa: 
a. Akad syirkah inan fi al-amwal yang di dalam aktanya terdapat klausa 
(catatan) yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh 
salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, padahal jumlah modal usaha 
sama, maka syarat tersebut batal.8 
b. Akad syirkah inan fi al-amwal yang didalam aktanya terdapat klausa 
(catatan) yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) hanya diterima 
oleh salah satu pihak, padahal masing-masing pihak menyertakan 
modal usaha, maka syarat tersebut batal. 
5. Kerusakan Modal Usaha 
Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa kerusakan yang 
dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya syirkah 
apabila kerusakan barang atau modal tersebut terjadi sebelum disatuka 
(ikhtilath). Oleh karena itu, kerusakan barang atau modal usaha dalam 
syirkah tidak menjadi faktor penyebab batalnya syirkah apabila barang 
modal telah disatukan. Dengan kata lain, kerusakan barang atau modal 
usaha yang telah disatukan dalam syirkah inan fi al-amwal tidak 
                                                          
8 Maulana Hasanudin, Akad Musayarakah (Jakarta: Kencana, 2012), 32-33. 
 

































berpengaruh terhadap status hukum syirkah yang telah disepakati para 
pihak. 
a. Usaha atau Bisnis 
Setiap syirkah inan fi al-amwal terkandung akad wakalah; dalam 
akad wakalah terkandung “izin” dari syarik yang satu terhadap syarik 
yang lainnya untuk melakukan usaha atau bisnis. Oleh karena itu, di 
antara syarik dapat melakukan perbuatan hukum yang saling mewakili 
antara satu dengan yang lain. Atas dasar wakalah yang terkandung 
dalam akad syirkah inan fi al-amwal, maka terlahir beberapa ketentuan 
sebagai berikut:9 
1) Setiap pihak diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis (termasuk 
jual beli), baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh. 
Akan tetapi, ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa syarik hanya 
dibolehkan melakukan jual beli secara tunai, sedangkan ulama 
Hanabilah berdasarkan riwayat yang rajih berpendapat bahwa syarik 
dibolehkan melakukan jual beli secara tangguh. 
2) Setiap syarik diperbolehkan membeli barang dengan harga yang 
lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak 
mengandung unsur penipuan, karena tujuan syirkah adalah 
keuntungan, keuntungan tersebut tidak mungkin diproleh dari cara 
penipuan. 
                                                          
9 Ibid..., 34. 
 

































3) Setiap syarik dibolehkan melakukan ibdha’ yang berarti 
menyerahkan harta modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntunan 
hanya menjadi sha>hibul ma>l, sedangkan puhak yang melakukan 
usaha tidak berhak mendapatkan apa-apa. Para ulama’ pada 
umumnya memperbolekan syarik melakukan ibdha’, tatapi ulama’ 
Syafi’iyah melarangnya. 
4) Setiap syarik diperbolehkan melakukan bsinis dengan akad 
mudharabah sengan pihak lain (pihak ketiga) sebagai mudharib. 
5) Setiap syarik diperbolehkan memberi kekuasaan kepada pihak lain 
untuk menjual atau membeli barang dagangan, karena akad wakalah 
merupakan salah satu media dalam berbisnis.10 
6) Setiap syarik diperbolehkan melakukan akad gadai (baik secara 
rahin maupun murtahin) selama mendapat izin khusus dari syarik 
lainnya, karena gadai adalah salah satu cara bisnis yang halal 
menurut syariah. 
7) Setiap syarik diperbolehkan hawalah (baik sebagai muhil maupun 
muhal ‘alaih), karena hawalah adalah salah satu cara bisnis yang 
halal menurut syariat Islam. 
8) Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa setiap 
syarik diperbolehkan melakukan usaha di tempat atau negara lain 
ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, terutama syirkah 
mutlak yang tidak dibatasi tempat usahanya. Akan tetapi, Abu Yusuf 
                                                          
10 Ibid..., 36. 
 

































dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa syarik tidak boleh melakukan 
usaha di tempat atau negara lain ketika yang bersangkutan sedang 
melakukan perjalanan, kecuali mendapat izin khusus dari syarik 
yang lain. 
9) Ulama’ sepakat bahwa syarik tidak diperbolehkan melakukan akad 
tabarru’, karena akad tabarru’ tidak sesuai dengan syirkah, yaitu 
mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, syarik tidak boleh 
menghibahkan modal usaha syirkah kepada pihak lain, dan syarik 
juga tidak boleh melakukan akad qard} dengan pihak lain, karena 
dalam qard} tidak mendapat imbalan yang dapat diakui sebagai 
keuntungan.11 
6. Hal-hal yang Merusak Akad Musya>rakah 
Selain ketentuan mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi 
dalam akad musya>rakah, terdapat lagi sejumlah aturan yang berkaitan 
dengan ketentuan pelaksanaan akad yang dapat merusak musaya>rakah: 
a. Para pihak tidak boleh menyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu 
(bukan menentukan porsinya), atau salah satu mitra mensyaratkan 
mengambil keuntungan dari salah satu lini usaha kongsi. Hal ini 
membatalkan syirkah karena dapat menghilangkan hak mitra yang lain 
dan dapat menimbulkan perselisihan. 
b. Tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan 
syirkah seperti menyaratkan syirkah permanen sehingga keanggotaan 
                                                          
11 Ibid..., 37-38. 
 

































tidak dapat dibatalkan, atau tidak boleh menjual komoditas kecuali 
seharga pembelia sehingga mendapatkan keuntungan. Dua syarat ini 
dapat merusak akad musya>rakah karena menyimpang dari tujuan 
musya>rakah. 
c. Tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang tidak termasuk kemaslahatan 
transaksi seperti para mitra menggung kerugian melebihi modal. 12 
7. Tujuan dan Manfaat Musya>rakah 
Akad Musya>rakah memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang 
cukup besar dalam kehidupan manusia. Menurut Mahmud Syaltut (guru 
besar hukumIslam di Mesir), musya>rakah menurutnya memiliki tujuan 
dan manfaat, diantaranya sebagai berikut:13 
a. Memberikan keuntungan kepada para pihak (anggota) pemilik modal. 
b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawan usaha. 
c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musya>rakah 
untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainnya (coorporate 
social responbility/ CSR).14  
                                                          
12 Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Grup, 
2019), 101. 
13 M. Zaidi Abdad, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Muslim, Cet. 1 (Bandung: Angkasa, 
2003), 100. 
14 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana Pranamedia Grup, 2012), 
226. 
 




































Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal 
ini penulis mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan 
yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 
berikut ini: 
1. Praktik kerjasama antara pengelola usaha dengan pemodal di lowbudget 
fotocopy Margorejo Surabaya, usaha ini beroperasi pada usaha percetakan 
fotocopy. Besaran modal ialah 60% dari Fani Kurniawan dan 40% dari 
Vian Nurmita Rezy. Dimana Vian Nurmita Rezy menjadi pemodal 
sekaligus pengelola. Kesepakatan pembagian keuntungan atau laba yang 
didapatkan akan dibagi 40% untuk Fani Kurniawan dan 60% Vian 
Nurmita Rezy. Pelaksanaannya pengelola terkadang dalam pembelian 
sparepart fotocopy menggunakan nota kosong untuk memanipulasi data 
pembelian tanpa diketahui pemilik modal. 
2. Menurut hukum Islam, praktik kerjasama anatara pengelola usaha 
fotocopy dan pemodal di lowbudget fotocopy Margorejo Surabaya akadnya 
fasid (rusak), karena ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak 
adanya pemenuhan hak terhadap pemilik modal dan praktiknya tidak 
sejalan dengan akad musya>rakah¸ yang mana jika usaha yang 
dilakakukan oleh syarik, maka syarik harus memberitahu 
 


































secara transparan pegelolaan hasil kerjasama untuk memenuhi kebutuhan 
sparepart fotocopy secara jelas tanpa adanya manipulasi data.  
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil yang didapatkan penulis dari penelitian yang 
dilakukan ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan 
yang bertujuan untuk membawa manfaat dan dampak yang positif 
kedepannya untuk kemajuan kerjasama antara pengelola usaha fotocopy 
Margorejo Surabaya dengan pemodal yang beroperasi dalam usaha fotocopy 
sebagai berikut: 
1. Kepada pemilik modal harus lebih tegas untuk melakukan tindakan baik 
pengawasan ataupun teguran kepada pengelola usaha fotocopy yang 
melakukan tindakan membeli sparepart mesin fotocopy dengan nota 
kosong, harga yang tidak sesuai dan pengelola yang memberikan nota 
kosong kepada customer, karena hal itu akan sangat merugikan pemilik 
modal terutama dalam praktik kerjsama seperti ini. 
2. Kepada pihak pengelola usaha fotocopy, harusnya meminta izin dan 
memberitahu pemilik modal jika ada pembelian sparepart harus 
menggunakan nota asli, harus menyampaikan berapapun harga yang 
ditetapkan antara pengelola usaha dengan pemodal dan tidak memberikan 
nota kosong pada customer, agar usaha tersebut dapat berkembang dan 
pemilik modal tidak dirugikan. 
 

































3. Kepada pihak pembeli jika menggunakan jasa fotocopy harus 
menggunakan nota harga asli agar tidak terjadi kecurangan, walaupun hal 
tersebut bukan rahasia umum dalam usaha fotocopy. 
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